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SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Pengadaan Jasa Event Organizer Sosialisasi Pemilu 2024 Nonton Bareng Film
Pemilu " Kejarlah Janji" &i Provinsi Yogyakarta segmen Pemilih Pemula dan Muda

Somor ; HRONTRAK/KPU-%/12024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semus lampirannya (selanjutmya dischut “Kontrak™) dibust dan
diandatangani di Jakarta pada han Sabou tanggal Dua Puluh Bulan Januan Tahun dua nbu dua
pulub empat (20/01.2024) antara Cabyo Ariawan, Kepala Biro Partisipasi Masyarakat selaku
Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Sekretanat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, vang berkedudukan di J1. Imam Bomol No. 29, Menteng, Kota Jakarta Pusat,
berdnsarkan Surmt Keputusan Kussa Pengpuna Angparan Komisi Pemiliban Umum Nomor
01/KLL05022024, mnggal 5 Januan 2024 (selamutnya disebut “PPK™) dan Bryan Whildan
Arsaha selaku Direktur. vang bertindak untuk dan stas nama PT. Moremedia Kreasi
indonesia, yang berkedudukan JI Pasar Jambon Nomor 2 Biru, Kel. Tnhanggo, Kee. Gamping,
kab. Sleman, Prov. Deersh [stimewa Yogyakarta, dengan Rekening pada

dengan v atas nama PT. Moremedia Kreasi
indonesia, berdasarkun Akia Pendinan Perusahaan Nomor -~ | (saiu) dikeluarkan tanggal 26
Januan Tahun 2016, oleh Notaris Ny, Rusiana Suryadi, SH (selanjutnyva disebul “Penyedia”™).

MENGINGAT BAHWA

{2} PPK telah meminta Penvedia untuk menyediakan Barang dan Jasa sebagaimana diterangkan
dalam Syarat-Svamt U'mum Kontrak vang tedlampir dalam Kontrak ini { selanjutmya disebut
“Pekerjann Pengadaan Barang dan Jasa™ |,

ih) Penvedia schagmmana dinyatakan kepada PPE, memiliki keahlnn profesional, personil, dan
sumber dava tekmis, serta telnh menyetuyn uniuk menyvediakan Barang sesuval dengan
persvaratan don Ketentuan dalam Kontrak ini,

fc] PPK dan Penyedia menvatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak i,
dan mengikat pilhak yang diwakili,

id) PPK dan Penvedia mengikm dan menvaiskan balvwa sehmbungan dengan penandatanganan



Kontrak ini masimg-masing pthak

I
L)
i)
4)

telah dan senontissa diberikan kesempatan untuk didamping oleh advokat,

mermndatangani Kontrak ini setelah menaliti secara patut;

telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan kontrak i,

telah mendapatkan kesempatan yang memada untuk memeriksa dan menghonfirmasikan
semua ketentuan dalam Kontrak im beserta semua fakta dan kondisi vang terkat,

Maka oleh karena i, PPK dan Penyedia dengan i bersepakat dan menyetujm hal-hal sebagm
berikut:

Fd

s

Total harga Kontrak stau Nilmh Kontrak termasuk pajak vang diperoleh berdasarkan
kuantitas dan harga satyan pekenaan sebagarmana tercantum dalam Daftar Keantitas dan
Horga adalah sebesar Rp, 1350.000.000,- (Satu millar tiga ratus lima pulub juta
rupiah), umuk pelaksanaan pekeroan Pengadaan Jasa Event Organizer Sosinlisasi
Pemilu 2024 Nonton Hareng Film Pemilu "Kejarlah Janji” di Prov. Yogykarts segmen
Pemilih Pemula dan Muda pada tanggal 20 s,d 31 Januari 2024 selama 12 (Dua belas)
hari kalender.
Peristilahan dan unghapan dalam Surst Perjanjian im memilike am dan makna vang sama
sepertt vang tercantum dalam lampirn Surat Perjanjian ini;
Dokumen=dokumen berkut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan
dan Kontrak ini
a  addendum Surst Perpanjian,

pokok penangian;
€ SUral penawaran,
d  dafiar kuantitas dan harga;
e svars-sviral khosus Kontrek,
r svaral-syaral umm Kontrak;
g spesifikas: umum, dan
h dokumen lamova seperti: SPPRI, BAHP, BAPP
Dokumen Kontnk dibus pniuk saling menjelaskan smn sama lnn, dan jika tenodi
pertentangan antarn ketenfuan dalam suatu dokumen dengan ketentonn dalam dokumen
vang lain maka vang berlaku adalah ketentwan dalam dokumen vang lebili tingg
berdasarkan wrutan hiérarki sebagaimana dimaksud pada angka 3,
Hak dan kewapiban timbal-balik PPK dan Penvedia dinyvamkan dalam Komtrak yang

meliputi khususnys




a  PPR mempunvai hak dan kewapban untuk:

2)

3)

1)

mengawasi dan memenksa pekergaan vang dilaksanakan oleh Penyedia,
meminta laporan-laporan mengenai peluksanann pekerjaan vang dilakukan oleh
Penvedia;

memberikan  fasilitas  berupa sarana don prosarana yang  dibutubkan  oleh
Penvedia untuk kelancarsn pelaksanann pekerjann sesumi ketentuan Kontrak,
membayar pekenaan sesual dengan harga yvang tercantum datam Konirak vang
telah ditetapkan kepada Penyedia

b Penveda mempunym hak dm kewajiban untuk

2)

3)
4)

5)

b

7)

B)

menerima pembavaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesua dengan harga vang
telah ditentukan dalam Kontrak;

meminta fasihitas-fasilitas dalam bentuk sarnma dan prasarna dari PPEK untuk
kelancaran pelaksanann pekerjaan sesnm keterntuan Kontmk,

melaporkan pelaksansan pekeraan sccam periodik kepada PPK ;

melaksanakan dan memvelesmkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksamaan
pekerjaan vang telah ditetapkan dalam Kontrak;

melaksanakan dan menyelesaikan pekerjoan secam cermal,  akursl dan penuh
mnggung jawab dengan menyediskan tenags ke, bahan-bahan, peralstan,
angkutan ke atau dan lapangan, dan segala pekersan pennanen muupan
sementara vang diperlukan untuk pelaksanaan, penvelesman dan perbakan
pekerjaan vang dinnci dalaon Komrak;

membenkan  keterangan-keterangsn  vang  diperlukan  untuk  pemeriksann
pelaksanaan yang dilakukan PPK;

menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengun jadwal penverahan pekerjaan vang
tefah ditetaphan dalam Kontrak,

mengambil langkab-langkah vang cukup memadai untuk melindung lingkungan
tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat
maupun miliknyva akibar kegmtan Penvedin

6, Komrak i mulsl berlaku efcknfl terhitmg sejak tangpal yang ditetapkan dalam Svarut-
Svarat Umum/khusus Kontrak dengan tanggal mulm dan  penyelesman  keseluruhan
pekenaan sebapaimana diatur dalam Syarat-Svarat Umum/Khusus Kontrak




Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada
tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesum dengan ketentian peraturan perundang-
undangsn di Republik Indonesia.

Untuk dan Atas Nama Untuk dan Atas Nama
Kussa Pengguna Anggaran
Kepala Biro Partisipasi dan Hubungan PT. Moremedia Kreasi Indonesia

Selaku Pejabat Pembuatl Komitmen,

Arzaha
Direkiur



LAMPIRAN L SPESIFIKASI TEKNIS, DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

1.

Spesifikas: Teknis Barang Jasa & Daftar Koantitas dan Harga

Rincian Barang
Daftar Produk PAKET SNG-P2401-8403001

Tanggal
Mata Harga
Nama Produk  Kuantitas ang Harga Satuan Kirirn Pengiriman  Total Harga

Produk

B5961-5NG-

187317306

Rp Rp 22 Jaruani  Rp

e a0 DR 270.000000,00 0,00 2024 1.350.000.000,00

1 Harl Wilayah

DY Jowa Tengah

Jawa Thmur

TERBILANG : Salu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rusplah

Untuk dan Atas Nams Untuk dan Atas Namas
Kuasa Pengguna Anggurian
Kepala Biro Partisipasi Masyarnkat PT. Moremedin Kreasi Indonesia

Selaku Pejabat Pembuat homitmen,

n Whildan Arsaha
Direkiur



LAMPIRAN IL SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (55UR)

A, Ketentuan Umum

1. Definisi Istilah-istilab vang digunakan dalom Syarat-Syarat Umum
kontrak s harus mempunyal art atau tafsman seperti vang
dimaksodian sehagai bertkut

1.3

Jasa Laionya adalah Jasa vang membutuhkan
kemampuan — lertenty  vang  mengutmmakan
keterampilan (ski/lware) dalam suatn sstem taia
kelola yang 1elah dikenal luas di dunis usaba untuk
menyelesaikan  suatu  pekerjaan  atau  segala
pekerjaan  dan/mimu  penyediaan jasa selain Jasa
Konsultons, pelaksanaan Pekerman Konstruks dan
pengadann Barang

Pengguna Anggaran vang selanjutnva disebut PA
adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaren  Kementerian’  Lembaga/Satuan  Kerja
Ferangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada
Institusl lan Pengpuna APBN/APBD.

Kuasa Pengguna  Anggaranyang  selanjuinya
disebut KPA adalah pejabat vang ditetapkan oleh
PA umtuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh
Kepala Dacrith untuk menggunakan APBD,

Pejabat Pembuat Komitmen vang sclanjumva
disebut PPK adalah pogabat vong bertanggung
yawab atas pelaksanaan Pengadaan Jasa Lamnya
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjuan adalah
panitia‘pejabat vang ditetapkan oleh PAKPA vang
berugas memenksa dan menerima hasil pekerpaan
Aparat  Pengawas Interm  Pemerintahatau
pengawas wntemn pada Institusi lmn vang selanjutnya
discbut APIP adalah aparst yang melakukan
pengawasan melalul  audit, revin,  evaluas,
pemandaunn dan Keguanan pengawasan lam terhadap
penvelenggaraan tugas dan fingsi organisasi.
Penvediandalah badan osaha mau  orang
perseomngan vang menvedinkan Jasa Lamnya
Subpenyedia adalah penvedin vang mengadnkan
penjanpan kerja dengan penyedia penanggung jawab
kontrak, untuk melaksanakan sehagian pekerjaan
{subkontrak ).

Surat Jaminan vang selanjutnyva disebut Jaminan,
ndalah jamman tertubs vang bersifat  mudah



L1l

LIz
113

116

L7

LLIE

dicairkan dan tidak bersyamt {wconditional), yang
dikeluarkan  oleh Bank  Umum/Perusahaan
Pemjaminan Perusahaan Asuransi yang diserahkan
oleh penyedin kepada PPK  unfuk  menjamin
terpenuhinyva kewajiban penvedia

hontrak  Pengadaan  Barang/lasa  vang
selanjutmya  discbul  Kootrak adalah  perjsnpnn
tertulis antara PPR dengan penyedia vang mencakup
Syvarat-Svarmt Umum Konmak (SSUK) ini dan
Svarat-Syarat  Khusus  Kontrak  (SSKK)  serta
dokumen bsmn vang merupakan bagan dan komrak
Nilai Kontrakadalah toml harga yang tercantum
dalam Konirak

Hari adalah han kalender.

Daftar kuantitas dan harga (rincian harga
penswaran) adalah dafier kusntites vang telah dins
harga sstuan dian jumlah biava keseluruhannya yang
merupakan bagian dan penawaran

Harga Perkirnan Sendiri  (HPS)adalah
perhitungan perkiraan bisva pekerjaan vang disusun
oleh  PPK. dikalkulasiken  secoma keahbian
berdasarkan datn yang dixpat
dipertanggungawabkan serta digunakan oleh Foka
L ok memilm kewnjaran penawaran fermasuk
TINCIANNYa

Pekerjuan  wiamaadalah jemis pekerjaan  yvang
secarn  langsung  menunjang  terwujudnya  dan
berfungsmya suatu pekerjasn Josa Lainnyva  sesuai
peruntukannya vang ditetapkan dalem  Dokumen
Pengadaan

Harga Satwan Pekerjann (HSP)adalah harga
saty jems pekerjaan (erientu per satusatiuan pertentu.
Metoda pelaksanaan pekerjaanadalah cora
kerja yang liovak, reahstik dan dapat dilakssnakan
untuk menvelesakan seluruh pekerjaan dan divakimi
menggambarkan  penguasaan  dalem  penyelesaian
pekerjaan dengan tahap pelaksanaan vang sistimatis
berdasarkan sumber daya yang dimiliki penawar.
Jadwal waktu pelaksanaanuinlah jadwal vang
menunjikkan kebutuhan waktu vang diperlukan
uniuk menvelessikan pekernjoan, terdin stas tahap
pelaksansan vang disusun secarn logis, realistik dan
dapat dilaksanakan



1. Pencrapan
3, Hahasa dan
Hukum

1159

120

1.21

1.24

Personil inti adolah 1enngavang akan diempatkan
seccarn penuh sesuai dengan persyarmtan  yang
ditctapkan  dalam  Dokumen Pengadaan  sera
posisinys dalam mannjemen pelaksanaan pekenaan
sesual dengan organisasi pelaksanaan vang diajukan
untuk melaksanakan pekerjaan

Ragian pekerjaan yung
disubkontrakkanadalah bagian pekerjaan bukan
pekerjun  utama  yang  ditetapkan  schagaimana
tercamtum  dalem LDP, wvang pelaksansannya
diserahkan kepada penvedia lain dan disetujw
terlebih dahulu oleh PPE.

Masa Kontrak adalsh jangka wakiu beriakunya
Kontrak i terhatung sejak tanjgal
penandastangnnan  kontrak  sampar  dengan  masa
pemeliherann berakhir

Tanggal mulal kerja adalah tangesl mula kena
penvedia vang dinvataksn pada Surmt Penmtah
Mulm Kerja (SPMEK), vang diterbitkan aleh  PPR.
Tangeal penyelessinn pekerjaan adalsh fanggal
penverahan pertama pekenaan selesai, dinvatakan
dalam Berits Acara penvershan pertama pekerjaan
vang diterbitkan oleh PPK

Masa pemeliharaan adalah kurun waktn kontrak
vang ditentukan dalom syorat-synrmt Khusus kontrak,
dihitung sejak  twnggal  penyernhan  pertama
pekerjaan sampai dengan tanggal penyeraban akhir
pekerjaan

S5UK diterupkan secarn luas dalam pelaksanaan Jusa
Lamnva i tetapd ndak  dapat  bertemangan  dengan
ketentuan-ketentuan  dalam Dokumen kontak lain vang
lebih tnggi berdasarkan urutan  hiracki  dalam  Surat
Perjanjian

31

32

Bahosa koutrak harus dalam  Babasa Indonesia
kecuali dalmn rangks pimjeman/hibah luar negen
menggunakan Bahass Indonesia dan bahesa nasional
pemben pinjaman hibah tersebut dan/atan bahasa
Ingpris

Hukum vang digunakan adalah hukum yang berlaku
di Indonesin, kecuah dalam rangks pinpaman Tubah
luar pegen menggunakan hukem vang berlaku di
Indonesin stau hukum vang berlaku di negam
pemberi pinjamanhibah (lergantung  kesepakaian




Larangan Korupsi,
holust dan

Nepotizme (KKN)
sertn Penipuan

horespondensi

4.1

4.2

43

44

5.1

52

6.1

antarn  Pemenninh  dan  negam pemberi

pinjamanibah).

Berdasarkan enka  pengadsan  barangjasa

pemenmntah, para prhak dilarang untuk

i  menawarkan, menenma  atan menjanjikan
umtuk memben siEe menenma hadiabh atau
mbalan berupa apa saja atau  melakukan
tndakan lamnys  uniuk  mempengaraby
sapapun vang diketabui  atau  patut  dapat
diduga berkaitan dengan pengadaan ini,

b,  membuat dan/atau menyampaikan secara tidak
benar dokumen dan/atau keterangan lain vang
disyaratkan  untuk  penvusunan  dan
pelaksanaan Kontrak mi

Penvedia vang mesuna penilaian PPE  rerboki

melnkukan  lamngan-lorangan  di atas  dapat

dikenakan sanksi-sanksi admunistratifl oleh PPK

.'ldngm benkut.
pemumsan kontrak;

b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan
sehagmmana ditetapian dalam SSKK;

¢ @5 uang muka harus dilunns oleh Penyedin,
dan

d  pengensan daftar hitam.

Pengenaan sanksi admumstranf v stas dilaporkan
oleh PPK kepada Menteri Kepala Lembaga Kepala
Daerah/Pimpinan Institusi lsimnya.

PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan
dikenakan sanksi berdasarksn ketentuan peraturan
perundang-undangan

Penyedin harus menyampaikan esal matenal bahan
yang terdin dan nncien komponen dalam negen dan
komponen impor.

Asal materialbahan rHErTpakan tempat
materialbahan  diperoleh, antara  lun  tempat
mutenal bahan dommbang, ambuh, o diproduks
Semua  korespondensi dapat  berbentuk  surat, e-
mnidan/atan  faksimmli  denganalamal fujuan pam
pihak vang tercantum dalam SSKK.

Semua  pembentshuan,  permolionan,  atoo
persetujuan  berdasarkon Kontrak m harus dibasas
secarn  ferulis  dalam  Bahasa  Indonesia,  dan
dianggap telah dibenmhukan jika telah disampaikan
secarn langsung kepada wakil sah Pura Pihak dalam
S5UK, mtau jika disampaikan melalui surat tercatat



T

12

Wakil Sah Para
Pihak

duan/atan
Subkontrak

Penyedin Mandiri

Pengawasan
Pelakzanaan

Pekerjaan

Persetujuan
Pengawas

danatau  faksimili  ditjukan ke alumal  yang
tercantum dalam SSKE.

Setinp tindakan yang disvaratkan atau diperbolehkan untuk

dilnkuksn, dan setiap dokumen vang disvaratkon atau

diperbolchkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak i oleh

PPK atan Penyedin hanya dapat dilakukan ston dsbuat oleh

pejabat vang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk

penyedia perseorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan

Penvedia, dan Persomil yang bersanghkutan  berkewapiban

untok membavar semua pajak, ben, retnbosi, dan pungutan

lain yang dibehbankan oleh peraturan perpajakan  atas
pelaksanaan Konirak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini
dianggap telah termasuk dalam Nitm Kontrak.

9.1 Penvedia dilarmng untuk mengalihkan sebaginn atau
seluruh Kontrak i Pengahihan seluruh Kontrak
hanya diperbolehkan dalam hal pergamiian nama
Penyedia, buk sehagai akibat peleburan (merger)
maupun akibat lainnyva.

92  Penyvedin dilarang  untuk  mensubkontrakkan
schaginn ‘selurub pekerjaan wiama dalam Kontrak
(i

93  Subkomtrak scbagan pekerjaan  wama  hanva
diperbolehkan kepada Penvedin spesiahs setelah
persetujuan  tertulis dan PPK.  Penyedia tetap
bertangpung jawab ntas bagian pekerpan yang
disubkomrakkan

94  hks ketentuan di atas dilenggar maka Kontrak
sehagnimana dintur dalam S5KK.

Penyedia berdasarkan Kontrak i bertanggung jawab penuh

terhadap personil dan subpenvedianya (pka ade) sern

pekerjaan yang dilakukan oleh mereka |

1.1  Selama beclangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PPh
jika dipandang perlu dapat mengangkal Pengawas
Pekerjnan vang berasal dari persoml PPK atuu
konsultian ~ pengawas.  Pengowns  Pekerjaan
berkewajiban  untuk  mengawnasi  pelaksanian
pekeryuan.

112 Dalam melaksanakan kewajibannyva, Pengewas
Pekernan selalu bertindak untuk kepentmgan PPR.
Jikn tercanium dalam S5KK, Pengawas Pekerjann
dapal bertindak sebagai Wakil Sah PPK.

12,1  Semua gambar yvang digunskan untuk mendapatian
Hasil Pekerjasn balk wvang permanen  maupun




Pekerjaan

13. Perintah

14, Fenemuan-
penemuan

15, Akses ke Lokasi

semeniarm hans mendapatkan persetuponn Pengnwas
Pekerjan.

122 Jika dalam pelaksanaan pekerjman ini diperiukan
terlebih dahulu adanya Hasi! Pekenaan Sementar
makn penvedia berkewnjiban untuk menverahkan
spesifikas den  gambar uwsulan Hasil Pekergaan
Sementara fersebut untuk disetgu oleh Pengawas
Pekerjaan. Terlepas dan ads tidaknya persetujuan
Perigawns Pekenjaan, penvedia bertanggung jawab
secard penub atas rancangan Hasil Pekerjaan
Sementarm.

Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah

Penpawas Pekerjaan vang sesusi dengan  Kewenangan

Pengawas Pekerjuan dalam kontrak ini.

Penyedia wajib memberitthukan kepada PPR dan kepada

pihak vang berwenang semuapenemuan benda'barang yang

mempunyai nilm sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi
pekerjaan vang menural persturan  perundang-undangsn
dikunsai oleh negar.

Penyedia berkewnjiban untuk menjamin akses PPK, Wakil

Sab PPK den/atan Pengnwas Pekeraan ke lokas: kera dan

loknst lniomya dimana pekerjaan imi sedang aton akan

dilaksanakm.

Pelaksanann, Penvelesaian, Addendum dan Pemuluzan kentrak

16, Jadwal
Pelaksanaan

Pekerjaan

61 kontrak im berlaku efektf pada tongeal
penandatanganan Sural Perjnjian oleh Para Prhak
atno pada tangal yang ditetapkan dalam SSKE

162 Wakm pelaksanasan kontrak adalah jangks woktu
vaung ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak
dilitung scjak mwngpal mulai kerja vang tercantum
dalam SPME.

163 Penyedin bams menvelesmkan pekeraan  sesumi
jndwal vang ditentukan dalam SSKK.

164 Apabila penvedia berpendapat tdak  dapar
menyelesakan  pekenjaan  sesum  jadwal karens
keadaun diluar pengendahannya dan penyedia telah
melaporkan kejodwn tersebwt kepada PPR. makn
PPRdopat  melakukan  penjadwalan  kembah
pelaksanaan  tugas penvedia  dengan  addendum
kontrak.




B.l Pelaksanaan Pekerjaan

17. Surat Perintah 171
Mulsi Kerja
(SPMK)
72
18. Pemeriksaan 8.1
Bersama
I&2
|83
%4

B2 Penpgendialisn Waktu

1%, Wakiu 14.)
Penyelesaian
Pekerjaan
192
193

PPK menertutkan SPMK  sclambat-lambatnya 14
(empat belas) han scpak tanggal penandes-tanganan
kontrak

Dulam SPMK  dicontumban  sast paling lamba
dimulainys pelaksanzan kontrak oleh penvedia.
Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan
hontrak, PPK bersama-sama dengan penyedia
melakukan pemeriksaan lokasi pekenaan dengun
melakukan pengukuran dan  pemenksaan  detml
kondisi lokasi pekerjan untuk setiap rencana mala
pembayaran,

Untuk pemeriksann bersama ini,. PAKPA  dapat
membentuk Panitia/Pejabat  Peneliti  Pelaksann-an
Komrok atss usul PPK

Hasil pemenksaan bersama dituangkan dalam Benta
Agarn.  Apabila  dalam  pemeriksasn  bersama
mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus
ditusngkan dalam adendum Kontrak.

Jika hasil pemenk saan menunjukkan babwa Persoml
dan'mtay  Peralatan  temyata  belum  memenuhi
poersvaratan  kontrak makn penvedin tetap  dapat
dan‘atau Permlatan vang belum memenuhi svamt
herus segera digann dalam jangks wakm vang
disepakai bersaima.

Kecuali Komirak dipotiskan lebih awal, penveda
berkewajiban untuk memulal pelaksanaan pekerjaan
pads Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan
pekerjaan  sesuai  dengan  progmm  mutu,  sers
menvelesmkan pekerman selambai-lambatova pada
Tanggal Penvelesman yang  ductiphan  dolam
SPMK.

Jikn pekerpasn  nidak  selesm  pada Tangpal
Pervelesaian bukin akibat Keadaan Kahar atau
Peristiwn Kompensasi afau karena kesalnhan atou
kclalman perrvedia makn penvedia dikenakan denda
Jika heterlambatan tersebut semata-mata disebabkan
olch Peristiwva Kompensasi maka PPK dikenakan



20. Perpanjangan

Waktu
Penyelesainn Kontrak
21, Sersh Terima

Pekerjaan
Addendum
22, Perubahan

Kontrak

194

201

=
bl

212

213

214

22.1

22

rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian
thsepakan oleh Para Pihak umtuk diperpanjang.
Tanggal Penvelesaian yang  dimaksud  dalam
ketentuan angka 19 mi adalah tanggal penyelesaian
semua pekeriaan.

Jika ftegadi  Penstiwa Kompensssi  schinggn
penyelesaian pekerjann aksn melampaw  Tanggal
Penyelesaian maka penvedia berhak untuk meminta
perparjangan  Tanggal Penyveleszian  berdasarkan
data penumjang PPE berdasarkon  pertimbangan
Pengawas Pekenaan memperpangang Tanggal
Penvelesaian Pekerjaan SeCATH tertulis.
Porpanjangan Tanggal Penvelesaian harus dilakukan
melalui  adendum Kontrak  jika  perpanjangan
tersebut mengubah Mnasa Kontrak

PPK  dapat  menyetujii  perpanjangan  wakiu
pelaksanaan setelah melakukan penclhitian terhadap
usutlan tertulis vang dinjukun oleh penvedia

Setelah pehenuan selesam 100 | sermtus persermtus ),
penyedin mengnjukan permintaan kepada PPK
utituk penyerahan pekerjaan.
Dalam rangka penlman hasil pekerjaan, PPR
menugaskan  Panitin Pejabat - Penenma  Hasil
Pekerjnan.
Panitia'Pejabat = Penerima  Hasil  Pekerjaan
melnkukan penilasn terhadap hasil pekerjaan vang
telah diselesmikan oleh penvedia. Apabila rerdapat
k&urﬂaih-kﬂtwmwn dan/atay  cacmt  hasil
penyedia wifib
mmrhaﬁhﬂmm}fdm&mml atas perintah PPK.
PPK menerima penyershan pekerjaan  seteloh
selurub husil pekenaan dilaksanaksn sesum dengan
ketentuan Kontrak dan ditenima oleh Panitia Pejabat
Penenma Hasl Pekerjaan.

Kontrak hanya dapat dwbah melalm addendum

kontmk

Perubshankontrak  besn  dilaksanakan — apabils

disetujui oleh parma pibiak, meliputi -

a  perubshan pekerjann disebabkan oleh sesustu
hal vang dilakukan oleh pam pihak dalam




13, Perubahan
Lingkup Pekerjaan

24. Perubahan Jadwal
Pelaksanaun

Pekerjaan

23

23

d32

133

234

24.1

242

konirak selvneen mengubah ingkup pekerosan
dalam komrak;

b perubshan jadwal pelaksanaan pekerjaan
akibat adanya perubahan pekerjnan,

[ perubaban  harga  kontrak  akibat  adanya

perubahan pekenjaan. perubahan pelaksanmmn
pekenjaan dan/stou penyesuman harga.

Untuk kepentingan perubahan kontmk, PA'KPA

dapst  membentuk  Pamtia/Pejabat  Penchiti

Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK

Apabila terdapat perbedaan yang sigmifikan sntans

kondisi lokasi pekerjaan pada sast pelaksanaan

dengan gambar dan spesifikas; vang ditentukan

dalam Dokumen Konimk, maka PPK bersama

penvedia dapal melpkubkan perubahan kontrak yang

meliputs antara lam

a  menambah atau mengurangi volume pekerjasn
vanyg tercantum dalam kontrak,

b, mengurang atan menambah jenis pekerjaan;

¢  mengubah spesifikesi teknis dan  gambar
pekerjuan  sesup dengmn kebwiuhan  loknsi
pekenaan. dan/atau

d.  melaksanakan pekepaan mmbah vang belum
tercantum  dalam kontrak vang  diperlukan
uniuk menvelesmikan selumh pekeraan.

Pekerjasn  tambah  harus  mempertimbangkan

tersedianya anggaran  dan  paling tnggi 0%

{sepuluh perseratus) dan nilw kontrak awal.

Perutah perubahian pekenaan dibuat oleh PPK

secarn  tertulis kepada penvedin  Kemudian

dilanjutkan dengan negosasi tekmis dan hargo

dengan tetap mengacu padn  ketentuan  yang

vercantiom dalam kontrak awal.

Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita

Acara sebagm dasar pemyusanan addendum kontrak

Perpamjangan wokiu pelaksansan dapal dibenlon

oleh PPKatas periimbangan vang lavak dan wajar

untuk hal-hal sebagai berikii

a  pekerjaan tambah.

b, perubahan dismn;

¢  keterlnmbatan yang dischabkan oleh PPK;

d  masalah yang timbul di luar kendali penvedia;
dan/atay

¢  keadaan knhar

Wakt penvelesamn pekenaan dapat diperpanjang



BS Keadaan Kahar

F i3

Keadaan Kahar

243

244

245

251

252

253

25.5

256

sekurang-Kurangnyn sama dengan wakiu terhentinya
kontrak akibat keadaan kahar.

PPK  dapat menyetujui  perpanjangan  wakiu
pelnksanann  stas  Kontrak  setelah  melakukan
penelitian terhadap usulan tertulis vang dajukon
obeh penvedia

PPE dapat menugnskan PamtinPeabar Penelin
Pelaksanaan Kontrak untuk menelin  kelayakan
usulan perpanjangan waktu pelaksanaun
Persetujuan  perpanjangan  waktu  pelaksanasn
dvtuangkan dalam addendum kontrak

Sumtu keadaan vang terjadi diluar kehendak para
pihak dan ndak dapat diperkirakan sebelumnya,
sehingea kewnjpiban yang ditemtukan dalam Kontrak
mienjadi tidsk dapat dipenuhi

Yang digolongkan headnan Kahar meliput:
bencuma alam,

bencana non alam;

bencana sosial;

pemogokan,

kebakaran; dan/atau

genpgguan  industi  lwinnya  sebugaimana
dinyatakan  melahin  Kepulusan  bersamia
Menten Kevangan dan Menten vekns terkaut,
Apabila terjadi Keadaan Kahar, maks penyedia
memberiahukan kepada PPK paling lambar 14
{empai belas) han sejnk terjadinya Keadaan Kahar,
dengan menyeriakan permvaiman Keadoan Kahar
dan pejabat yang berwenang.

Jangka wakiu yang ditetapkan dalam Kontrak uniuk
pemenuhan kewujiban Pihak yang tertimpa Keadaan
Kahar horus diperpanjang sekumng-kurangnya sama
dengan jangka wakio terbeminva Kontrk  akibal
kKeadaan Kahar,

keterlambatan  pelaksanpan  pekerjaan akibat
Keadaan kahar vang dilaporkan paling lambat 14
{empai belas) hart sejuk terjadinya Keadaan Kahar,
nidak dikenakan sanks:.

Pada sast 1enadinya Keadsan Knhar, Kontrak i
akan dihentikan sementarn hingga Keadnan bahar
berakhir dengan ketentuan, Penyedis berhak untuk
mienertmi pembayaran sesusl dengan prestasi atnu

0 Cnh oo




kemajuan pelaksanaan pekerjaan vang telah dicapar.
Jika selama masa Keadsan Kahar PPK
memenniahkan secarn fertulis kepada Penyedia
untuk meneruskan pekeraan sedapat mungkin maka
Penvedia berhak unmuk menenma  pembayaran
sehagmmany  dientvkan  dalam  Kontrak  dan
mendapal pengganiian biava vang wajor sesual
dengan vang telah dikelvarkan umuk bekerja dalam
situasi demikian. Pengeaniian biaava im harus diatur
dalam suutu pdendum Kontrak

Bt Penghentian dan Pemutusan Kontrak

26, Penghentian dan 26.1
Pemutusan kontra
k 262

26.3

6.4

Penghentinn  kontrak  dopat  dilakukan  karena
pekerjoan sudah selesm staw 1erjadi Keadaon Kahar
Dalam hal kontrak dibentkan, maks PPK waib
membavar kepada penvedia sesum dengan prestas
pekerjaan yang telah dicapai, tenmasuk

0. bhisva langsung pengadaan  bahan  dan
perlengkapan untuk pekerjaan ind. Bahan dan
Perlengkapan i harus  diserahkan  oleh
Penvedia kepada PPK, dan  selanjutnyva
menpidi hak malik PPK,

b.  bwaya langsung  pembongkaran  dan
demobilisasi Hasil Pekerjaan Sementara dan
Peralatan;

€ binya langsung demobalisasi Personil.

Pemumsan konimak dapat  dilakukan oleh mhak

penvedia st pihak PPK

Menyimpang dan Pasal 1266 dan 1267 Kitab

Undang-Undang ~ Hukum  Perdata pemutusan

Kontrak melalui  pemberitabuan  tertulis  dapat

dilakukan apabila

a.  penyedia lalui cidern janji dalam
melaksanokan  kewajibannva  dan  ndak
memperbaiki  kelalaiannva  dalam  jangka
waktu yang telah ditetmploan;

b. penyedia (anpa persclujuan Pengawas
Pekerjaan, tdak memulal  pelaksanann
pekerjmn,

¢  penyedia menghentikan pekerjnan selama 28
idua pulub delapan) han dan penghention
tidak tercantum dalam progmm mutu serta
tnpa persetijuan Pengawas Pekerjaan,

d  penvedia bernda dalem keadsan paili;




e penvedizn selama Masa Komtrak pgagal
memperbaki Cacat Mutu dalam jangka waktu
vang ditetapkan oleh PPK;

L [penvedia ndak mempertaharkan beberiakirn
Jaminan Pelaksaaan, | fumnk nilae paker o)
ke W J O INND INRD IND (seraius puia ruapwniy) |

g denda keterfambatan pelaksanaan pekerjaan
akibat kesalahan penvedia sudah melampai
5% (lima perscratus) dan milm Konirak dan
PPK menilai babwa Penyedin tdak akan
sangpup menyelesaikin sisa pekerjaan,

b Pengmwas Pekerjaan memerintahkan pemyedia
uniuk menunds pelaksangan atnu kelanjutan
pekerjaan. dan penmtaby tersebut ndak ditank
selama 28 (dua pulub delapan) han,

L PP ntdak  menerbitkan  SPP ik
pembavaran tagihan sngsumn sesual dengan
vang disepakati scbagaimana tevcantum dalam
SSKK;

). penvedim  terbukti melakukan | KKN,
kecurnngan dan'astay pemalsuan daliam proses
Pengadann yang diputuskan oleh instansi yang
berwenanyg; dan/stau

k. pengadusn tenmng penyimpangan prosedur.
dugaan KKN dan‘atan pelanggamn persamgan
sehmt  dalam  pelaksanaan  pengadaon
dinyatakan  benar oleh instansi  yang
berwenang.

26,5 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakuksn karena
kisalahan penvedia

a. sma Uang Muka herus dilunas: oleh penvedia
ati Jaaninian Unng Muka dicarrkan;

b, penvedia membavar denda;, dan‘atau

¢ penyedsa dunasukkan dalam Daftar Hitam

2606 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan Karena

PPh terhbat penyvimpangan prosedur, melakukan

KKMN danoatsu pelanggarn persamgan schat dalam

pelaksanaan  pengadaan, maka PPK  dikenakan

sanksi berdasarkan peraturan perund ang-undangan

.  Haok dan Kewajiban Para Fihak

217. Hak dan Hak-hok yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang
Kewajiban Parn haras  dilsksanakan oleh PPK dan  penvedia  dalam



melaksanakan kontrak, meliputi
27.1 Hak dan kewajiban PPK :

f,

b

mengnwasi dan memenksa pekerjaan vang
dilaksanakan oleh penyedia;

mennnta  laporan-laporan secarn penodik
mengenal  pelaksanaan  pekeraan  yang
dilakukan oleh penyedia:

membavar pekerjaan sesum  dengan  hargn
yang fercantum dalam kontrak yvang telah

ditetapkan kepada penvedia; dan
memberikan  fasilias berupa  sarana  dan

272 Hak dan kewapban penvedia

menenma  pembavaran  unfuk  pelaksanann
pekerjaan sesual dengan hargn wvang telah
ditentukan dalam kontrak:

berhak meminta  fasilites-fasilims  dalan
bentok samna don prasarans dan PPK umuk
kelancaran  pelaksanaan  pekerjsan  sesual
keterntuan kontrak,

melaporkan  pelaksanaan pekensan  secam
periodik kepada PP

melaksanakan dan menyvelesaikan  pekerjaan
sesum dengan adwal pelakssnamm pekeraan
yang telah ditetapkan dalam kontrak,
melaksanakan dan menvelesatkan  pekerjaan
secara cermal, akumt dan penuh tmggung
jawab dengan menyediakan fenuga  kerja,
bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atmu
dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen
maupun  sementars yang  diperlukan . untuk
pelaksanman, penvelewion  dan  perbaikan
pekerjaan vang dirinci dalam kentrak.
membenken  keterangan-kelerangsan  vany
diperlukan  wntuk pemenksasn  pelaksanaan
vang dilakukan PPK,

menyershkan hasil pekerjaan sesuai dengan
jadwal penverahan  pekerann  vang  iclah
ditetapkan dalam kontrak: dan

mengambil  langkah-langkah  yang  cukup




memadal untuk melmndung: hngkungsn tempat
kera dan membatasi perusakan dan gangguan
kepada masymrakat maupun miliknva akibat
kegiatan penyedia

I8, Penggunaan Penyedia ndak  diperkenankan  menggunakan  dan
Dokumen- menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainmya
Dokumen Kontrak  vang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak
dan Informasi lmin, misalnye spesifikasi teknis dan/atu gnmbar-gambar,

kecuah dengan ijin tertulis dan PPK
29, Hak Kekayaan Penvedia wajib melindungiPPK dan segala tantutan atag
Intelekiual klaim dan pihak ketiga vang dischabkan penggunaan Hak
Kekuyaan Intelektual (HAKI) oleh penyedia

3. Penangguogan dan 30 ]
Risikio

32

303

304

Penyedin  berkewnjiban  untuk  melindungi,
membebaskan, dan menangpung tanpa batas PPK
besertn msiansimya terhadap semuoa bentuk tuniutan,
tanggung jawab, kewayiban, kehilangan, kerugian,
denda, pugnian atsu  wniutan  hukum, proses
pemenksaan hukum, dan baya vang dikenakan
terhadap PPK beserta mstansivya (kecuah kerugan
vang wmendasar  tonbutan  tersebut | dischabkan
kesalahan atau kelalaian bermt PPR) sehubungin
dengan klaim vang timbul dan hal-hal benku
terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan
tangeal penandatunganan bentn acem penyverahan
akhir
8 kehilangan atsu kerusakan peralstan dan harm
benda penyvedia, dan Persoml.
b,  cidera tubuh, sakit atau kemanan Persoml,
¢ kehilangan st kerusakan harta benda. dan
cidera tubuh, sakit stou kematian pihak ketiga
Terhitung scjak Tangea! Mulai Kens sampai dengan
tanggal penandatanganan beriia acarn penyvernhan
awal. semun nsiko kelnlangan atau kerusakan Hasil
Pekenaan wmi, Bahan dan Perlengkapan merupakan
nsike penvedia. kecuali kerugian atai kerusakan
tersebut dinkibatkan oleh kesalahan stau kelalaian
PPR.
Pertanggungan asurans: yang dimiliki oleh penyedia
tidak membatasi kewapban penanggungan dalam
kefentuan pacda angka 42 1mi
Kehilangan atnu kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan
atau Bahan vang menvaty dengan Hasil Pekerjaan
selama Tanggal Mulai Kerja dan baras akhir Masa




Pemeliharaan harns diganti stan  diperbaiki  olch
penyedia  amas  anggungannyn  sendin jika
kelilangan atsu kerusakan tersebut terjadi akibar

tindakan atau kelalaian penyedia
3. Perlindungan 3.1 Penyedin berkewajiban atas biaya sendini unfuk
Tenagn Kerja mengkuisenakan  Persomimve  pada  program

Iaminan  Sosal  Tenagn Kern  (Jamsostek)
schagnimana dintur dalam peraturan perundang-
undangan
312 Penyedia berkewajiban untuk mematubi  dan
memerimahkan  Persominva  usiuk  mematuhi
peraturan  keselamatan  kema.  Pada  wakiu
pelaksanaan  pekernjaan,  penyedia besertn
Persominya dwmggap telah membaca  dan
miemahami peraturan keselamatan kerja tersebut.
113 Penvedia berkewajiban mtas baya sendin  untuk
menyediakin  kepada  setisp  Persomilnya
perlengkapan kesclmmatan kerja yang sesus dan
memadal
314 Tonpa mengurang kewajiban  penvedin  untuk
melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum vang
berlaku, penyedia akan melaporkan kepada PPK
mengenai  schap  kecelaksan  yang  timbul
sehgbungan dengan pelaksanann Kontrak mi dalam
waktu 24 {dua pulub empat ) jJam setelah kejadian.
31, Pemeliharuan Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah
Lingkungan vang memadal uniuk melindung lingkungan bmk di dalam
maupun di lusr tempal kerja dan membatasi gangpuan
lingkungan terhadap pihak ketipa dan haria bendamva
sehubungan dengan pelaksansan Kontrak im,
13, Asuransi 331 Penvedia wapb menyediakan asuransi sgjak SPMK
sampuy  dengan tnggal selesainyn  pemeliharaan
ik
n somua barang dan perslotan yang mempunyni
nsiko  tnggi terjadinya kecelakaan,
pelaksanpan pekegaan, senu pekerja untuk
pelaksanaan pekerjaan, atas segaln risiko
terhndap kecelakaan, kerusakan, kehilangan,
serta risiko lnin vang tdak dapa diduga; dan

b. pihak ketiga scbagm akibai kecelakasn di
tempiat kerpunya

332 PBesamya asuransi sudah  diperhitungkan  dalam

penawaran dan termasuk dalam mila kontrak

34, Tindakan Penyedia Penvedin berkewsjiban untuk mendapatkan lebiby daholu

vang persetujuan terulis PPK sebelum melakukan tndakan-




35

36,

Mensvaratkan
Persetujuan PPK

Laporan Hasil
Pekerjunn

hepemilikan
Dokumen

rmdakan berikur:

A3.4

353

354

5.5

56

357

mensubkontrakkan sebagan pekennan,

menunjuk Personil yang namanya tidak tercantum
dalam Lampiran A SSKK;

mengubah atau memutakhirkan program mutu;
tindakan lain vang diastur dalam SSKK.
Pemeriksaan  pekerjaan  dilakukan  selama
pelaksanann kontrak untuk menctapkan  volume
pekerjaan  atau  kegiatan  yang  telah
dilaksanakanguna  pembayarmen  hasil  pekerjaan
Hasil pemenksaan pekenjaan  diuangkan  dalam
laporan kemajuan hasil pekerjaan.

Uniuk kepentingan pengendalian dan pengawasan
pelaksansan pekerjgan, selurub akuvites kegutan
pekerjaan dilokasi pekerjaan dicatat dalam buku
harun sebagm bahan laporan hanan pekerjam yang
berisi rencana dan realisas pekerjaan harian

Laporun harian berisi -

B jenis dan kuantitas bahan vang berada i
lokas pekerpun;

b jems dan  Kuemtias  pekerman  yang
dilaksanakan,

¢  keadasn cuaca temmasuk hopn, banjir dan
peristiwa alam lainnya yang berpengaruh
terhadap kelancaran pekerjaan; dan

d  cwman-catatan lam yang berkenaan dengon
pelaksanaan

Laporan hanan dibuat oleh penyvedia, apabila

diperlukan dipenksa oleh konsultan dan disetujui

oleh wakil PPE.

Laporan mingguan terdin dan rongkuman laporan

harian dan bensi hasil kemajuan fisnk pekerjaon

dalam penode satu munggu. serta hal-hal penting

vang periu dionjolkan.

Laporan bulanan terdin dan rangkuman lapomn

mingguan dan bensi hasil kemajunn fisk pekeraan

dalam penode satu bulan, serta hal-hal penting yang

pertu ditonjolknn

Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek. PPK

membual  foto-fole dokumentasi  pelaksanaan

pekerjaan di lokasi pekerjaan.

Semua rancangan, gambar, spesifikasd, desam, laporan, dan
dokumen-dokumen lam  serts pirantt lunak  vang
dipersinpkan oleh penvedia  berdasarkan kontrak i




37, Kerjusama Antara
Penyedia dan Sub
Penyedia

38. Usaha Mikro.
Usaha Kecil dan
hoperasi kecil

sepenuhnys merupakan hak milik PPK. Penvedia paling
lambat padn wakin pemutusan atau akhir Masa Kontrak
berkewnjiban untuk menverahkan semua dokumen dan
piranti lunnk tersebut beserta daftar nncennya kepada PP
Penvedin dapat menyvimpan | {satu) buah salinan tiap
dokumen dan pirant funak tersebut. Pembamsan (jika ada)
mengenm penggunam dokumen dan prant lunak 1ersebat
di atas di kemudian han distur dalam SSKK.

.l

J7ad

A73

374

381

Penyedia yang mempunym harga Konirak di aiss
Ep2 5000 0040 000,00 (dua putub ma milur rapiah)
wajib bekerja sama dengan pemvedia Usaha Mikro
dan L'saha Kecil serta koperasi kecil, vty dengan
mensubkontrakkan sebagian pekegnan yang bukan
pekerjaan utama

Bagian pekenaan yang  disubkontrakknn tersebm

harus diatur dalsm Konirak dan disetupui lerlebih

dahulu vleh PPK.

Penivedia tetap bertanggung jawab atas  bagan

pekerjaan vang disubkontrakkan tersebut.

Ketentuan-ketentuan  dalam  subkontrmk  harus

mengacu kepada Kontrak serta menganut prinsip

keselarann

Apabila penvedin vang ditunjuk adoalab penyedia

Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperas keal, maka

dalam kontrak dimuat ketentuan bahwa pekerjpan

tersebut haros dilaksanakan sendin oleh penyedia
yvang ditunjuk dan dilarang diserabkan alau
disubkontrakkan kepacla pihak lain.

Apabila penyedia yang terpilih adalah penyedia

bukan Ussha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi

kecil, maks dalam kontrak dimuat:

n  penyedia wagib bekena sama dengan penyedia
Lisaha Mikro, U'saha Kecil dan koperasi kecil,
andars ln dengan | mensubkontrakkan
schagun pekerjaanmya,

b.  dalam melaksanakan  kewajiban  di  atas
penvedia  terpilih  tetap  bertanggungiawab
peniuih atas keselumihan pekerjaan tersebul;

€. bhenuk kenasama tersebul  hanva  uniuk
sebagian pekenjaan yang bukan pekerjaan
utama; dan

d.  membust laporan  periodik  mengenm
pelaksanaan ketetapan di atas.




383  Apabila kelentuan tersebul di atas dilanggar, maka
penvedia dikenakan sanksiyang distur dalam SSKK.

3, Keselamatan Penvedia bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak
di lokasi kerja.
40, Pembavaran Penyvedia berkewnjiban untuk membavar sanks: finansial
Denda berupa Denda sebaga akoibat wanpresias: atou cidera janp
terhadap kewapban-kewajiban penyvedia dalam Kontrak .
PP mengenakan Denda dengan memolong angsuran
pembaymran  prestasi  pekeripan  penvedia.  Pembayaran
Denda ndak mengurangi tangpung  jawab  kontrakiual
penyedia,
Personil dan/atau Peralatan Penyedia
41.  Personil Inti 41.1 Persomil it dan‘atau peralatan vang ditempatkan
dan/atau Peralatan harus sesumi  dengan vang tercantum  dalam

Dokumen Penswanin

412 Penggantian personil inti dan/mtau peralatan tidak
boleh dilakukan kecuah ntas persetujuan terfulis
PPK

413  Penggantian persoml inti dilakukan oleh penvedia
dengan mengmukan permohonan terlebih  dahulu
kepada PPK dengan  melampirkan niwavat
hidup/pengalaman kerja personil inti vang diusulkan
beserta alasan penggantizn.

414 PP dapal minilal don ey et
penempatan/penggantian persoml  inh dan‘atan
peralutan menurut kualifikasi vang dibutuhkan

415 Jika PPK menilai bahwa personil inti:

A ndak mamps stau ndak dapat melakukan
pekenaan dengan batk;

b, berkelakusn tidak baik, stau

¢ mengabaikan  pekerjaan  yang  menjodi
tugnsnya,

makn penyedia berkewajiban untwk menyediakan

pengganti dan menjamin  personil inti  tersebut

meninggalkan lokass kerja dalam waktu 7 (tujub)

han sejak diminm ofeh PPE.

416 Jika pengganiian personil inti dan/atau peralatan
periu dilakukan, maka penyedia berkewapban untuk
menyediakan pengganti dengan  kualifikasi vang
setarn ofau lebih baik dan personil inti dan‘atau
peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan




E.

Kewajiban PPK

42,

Fasilitns

Kompensasi

41.7

apagin
Persomil mn  berkewnajiban  umtuk  memjags
kerahasiaan pekerjaanmya. Jika  diperlukan  oleh
PPK. Personil inti dapat sewakiu-wakiu disvaratkan
untuk menjaga Kershasiasn pekernan di bawah
summpih

PPK dapat memberikan fasilims berupa sarann dan
prasarana  otau  kemudahan lasinnya  (jika ada)  vang
tercantum  dalam  SSKK  untuk  kelancaran  pelaksanan
pekerjaan .

41.1

432

433

Peristiwva  Kompensasidapat  diberikan  kepada

penvedia dalam hal sebagai berikut:

a PPK  mengubah  jadwal  vang  dapat
mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan,

b.  keterlambatan pembavaran kepads penvedin,

¢ PPK tdak memberikan pambar-gambar,
spesifikos don‘atau mstruks sesum jndwal
vang dibutuhkan;

d  penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesum
Jadwal daliom kontrak,

e PPK mengmnstruksikan kepada pihak pemyedia
untuk melakukan pengujian mmbshan vang
setelah dilaksanakan pengujian ternyvata tidak
ditemukan
Kerusakan Kegngalan penvimpangnn,

L PPK memernmahkan penundsan pelakssnsan
pekeryaan;

g PPK memenntahkan untuk mengams kondisi
tertentu vang hdak dapat diduga sebelumnya
dan disebabkan oleh PPK.; atan

b ketentuan [nin dalam SSKK

lika  Penstwa  Kompensasi  mengakibaion

pengeluaran  ambahan  dan‘stay  keterlambatan

penvelesmian pekerjnan maka PPK  berkewnjiban
uniuk membayar ganii nigi dan‘atau memberikan
perpanjangan waktu penvelesaian pekerjaan.

Coanti rugi hanya dapmt dibavarkan pko berdasarkan

data penunjeng dan perhitungan kompensas yang

digjukan olech penvedia kepnda PPE,  dapm
dibukiikan kerugian nvata akibat  Penstiwa
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F. Pembayaran Kepada Penyedia

4. Harga Kontrak 44.1

442

443

45, Pembayaran 45.1

Kompensas.

Perpanjangan wakiu penvelesaion pekerjaan hanyn
dapat dibenikan jika berdasarkan data penunjang dan
perhitungan  kompensasi  vang  dispukan  olch
penyedin kepada PPE, dapat dibuknikan perlunva
tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi
Penyedia tduk berhak atas ganti rug dan‘ntau
perpanjangun  wakty penvelesainn pekerjaan  jikn
penyedia  pagal atan  lalai  unfuk  membenkan
peringatan  dimi dalam mengantisipasi  atau
mengatasi dempak Peristwa Kompensasi

PPh membavar kepada penvedia atas pelaksanaan
pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak.
Harga kontrak telah memperhitungkan keuntungan,
beban pajak dan bizva overfead serta biayva asurans:
vang mehiputl juga biava keselamatan dan kesehatan
kerjs.

Rincian harga kontrk sesuni dengnn nincisn yang

tercantum dalem daftar kuantitas dan hargs (untuk

kontrak harga satuan atau kontmk gabungan harga
satuan dan lump sum)

Uang muka

a  uang muka dibavar untuk  membiayad
mobilisasi  peralatan, personil, pembayarin
wang tanda  jadi kepada  pemasok
bahan‘material dan persiapan teknis lain;

b, besaran wang muka ditemiukan dalam SSKK
dan dibayar setelah penyedia menverahkan
Jaminan Usng Muka senilai uang muka yang
diterima;

¢ penyedin  hmrus  mengajukan  permohonan
pengambilan uang muks secarn teriuhs Kepadoa
PPK disenm dengan rencana pengaunaian
mang muka untuk melaksanakan pekerjaan
sesin Kontrak;

d PPK harmus mengmukan surat  permintanan
pembayaran unik permohonan fersebul pada
hurufe, paling lambat 7 (tujuh) bhan kerga
setelsh Jaminan Uang Muka diterima;

e Jammman Usng Muka diterbitkan oleh bank




wmum,  perusahaan  pemjaminan, st
Perusghaan Asuransi Umsn yang memiliki
wn untuk  menjual  produk jamman
(suretyship) yang ditetmpkan oleh Menten
Keiangan,

pon gembalizn ng ik ey

diperhitungkan  berangsur-angsur  secam
pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada
sagt pekerjnan  mencapni  prestasi  100%
{Seruius perserafits ),

452 Prestasi pekergian

I

pembavaran prestasi hasil pekerjaan  yang

disepakmti  dilakukan oleh PPK, dengan

Ketentuan:

1) penvedia ielah  mengajukan  tagihan
disertal leporan kemajuan  hasil
pekenjaan,

2} pembayaran dilukukan dengan sistem
bulanan, sistem termun atau pembayaran
secara schaligus. sesuai ketentuan dalam
S8KK.

3} pembavaran dilakukan senilai pekerjaan
yung telah terpasang, tdak termasuk
bahan/matenal dan peralatan yang ada di
lokns: pekerjann;

4) pembayaran haris dipofong  angsuran
uang muka, denda (apabila ada), pajak
dan vang retensi,

5)  untuk kontrak wyang mempunyal
subkontrok, permimiaon  pembaysran
harus dilengkapi  bukt  pembayaran
kepada seluruh sub penyedis sesuai
dengan prestasi pekeriaan

pembayaran terakhir hanya dilakukan setelnh

pekenaan sehesar 100% (serats  perseratus)

dan Benta Acara penverahan penama
pekeran diterbitkan;

PPK dalam kwrun waktu 7 (tujuli) han kerna

setelah  pengajusn  permintasn  pembayarmn

dan penvedia harus sudah mengajukan sur
permintaan  pembayaran  kepada  Pejabar

Penandatangan Surat Penntah  Membavar

(PPSPM),

biln  terdapat  ketdaksesmpinan  dalam




46,  Perhitungan Akhir

perhitungan angsuran, tidak akan menjadi
alasan ontuk menunda  pembavaran. PPK
dapat memmta penyed untuk menyvampaikan
perhitungan  prestasi  sementara  dengan
mengesampingkan  hal-hal  vang  sedang
menjadi persefisihan.

453  Denda dan ganti rugi

46.1

[

denda merupakan sanks: finansial  vang

dikenakan kepada penvediakarena tenadinva

cidera janj/ wanprestasi,

ganfi rugi merupakon sanks) finansial yang

dikenakan kepada PPK karena terjadinva

cidera janji/wanpresiasi

besamva  dendn wvang  dikenakan kepada

penyedia atas  keterlambatan  penyelesaan

pekerjaan  ontuk  setiap han  keterlambatan
adalah:

1} 171000 {(satu persenibu) dan sisa harga
bagian kontrak vang belum dikerjakan,
apabila bagian pekenaan yang sudah
diliuksannkan dapat berfungst, ati

2) 171000 {satu persenbu) dan  harga
kontrak, apabila bagian pekerjuan vang
sudah dilaksanakan belum berfungsi

sesuq yang ditetapkan dalam SSKK;

besarnya ganil rug yang dibavar oleh PPK
atus keterlambatan pembayaran adalah sebesar
bungas dan nilsi jagihan vang terflambal
dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga vang
berlaku pada saat du menurw ketetapan Bank
Indonesia. atau dapat dibenkan kompensasi,
pembayaran  denda dan‘atau  ganti  rugi
diperhitungkan  dalam  pembavaran  prestasi
pekerjaan,

ganti rugl dan kompensisi kepndn peserta
ditvangkan dalam adendum komrak;
pembayaran  ganti rugi  dan kompensas
dilakukan oleh PPK. apabila penyedia telah
mengajukan tagihan disertar perhitungan dan
dati-data.

Pembayvaran sngsurn prestasi  pekerjoon  terskhir
dilakukan setelah pekerjann sclesai 100% (seratus
perseratus ) dan berita acarn penvernhan awal telah
ditmndstangam oleh kedua belah Prhak.




47,

48,

Penangguhan

[Penyesuainn
Harga (Untuk
Kontrak Harga
Ratunn atdi
Kontrak
Gabungsn Harga
Satuan dan Lump
Sum|

470

472

473

474

483

484

48.5

456

487

PPK dapast menangguhkan pembavaran  setip
angsuran prestast pekenaan penyedia jika penvedia
gagnl  ammu  lala memenuhi  kewajiban
komtraktualnva, rermasuk penverashan setiap Hasil
Pekenuon  sesum  denpan wakmn  vang  telah
ditetapkan

PP secara  tertulis  membertahukan  kepada
penyedia tentang penangguhan hak  pembayuran,
diserim  plasan-plssan  vang  jelas  mengenal
penangpuhan tersebut, Penvedia diberi kesemnpatan
untuk memperbaiks dalam jangka wakio tertenty,
Pembayarn yang ditangguhkan harus disesuaikan
dengan proporsi kegagalan atun kelalaan penvedia
Jika dipandang perfu oleh PPK, penangguhon
pembayaran  akibat  keterlambatan  penyermhan
pekerjaan  dopai  dilakukan  bersamaan  dengan
pengenmn denda kepada penvedia.

[Hargayang tercantum dalam kontrak dapat berubah
akibat adanya penvesunian harga sesuni dengan
peraturan vang berlaku.

Penvesusian harga  diberokukan pada Kontrak
Tahun Jamak yang masa pelaksansanmva lebih dan
12 (dua belas) bulan dan dibedakukan mulm bulan
ke-13 (rign belas) sejak pelaksanaan pekerjaan.
Penyesumian Harga Satuan berlaku bagi selurub
kegmtan/mata  pembavaran,  kecush  komponen
keuntungan dan biayva opermsional  sebagnimana
tercantum dalom penawaran.

Penyeésuman Harga Satuan  diberlakukan  sesum
dengan jadwal pelaksamaan yang rercantum dalam
kontrak awal adendum kontrak

Penyesuaian Harga Satumn  bagi  komponen
pekerjaan yang  berasal  dan  luar  negen,
menggunakan indeks penyesunan harga dan negars
asnl barang tersebut

Jenis pekergaan baru dengan Horga Sotuan barg
sebapmi  nkibat  adonve adendum  Kontrak  dapat
dibenkan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga
belas) sejnk  adendum  komtrak tersebut
dimndatangan.

Kontrak yang terlambatl pelaksansannya disebablan
oleh kesalahan Penvedia diberlakukisn penyesuatan
harga berdasarkan ndeks harga terendah antam




SLE
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48.10

48.11

4812

48.13

48.14

Jadwal awal dengan jedwal realisasi pekerjasn
Penyesummn  Horgs  Sstuan,  ditetapkan  dengnn
ramus sehagai berikut:

Ho=Ho (atb.Bn'Bo+c. Cn'Co+d Din'Da+ )

Hn = Hargan Sstuan pada  sast  pekenaan
dilaksanakan,

Ho = Harga Satunn pada st hargs penaswaran,

a = Koefisien letap  vang ferdin s
keuntungan dan overhead;

Dalam hal peTIWaTan tidnk
mencantumkan  besaran | komponen
keuntungan dan overhead maka a =0,15.
b.e.d = Koefisien komponen kontrak seperti
tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb;
Penjumlahana+b+ced+ . dst adalah 1,00

Bu, Cn, Dn = Indeks harga komponen peda saat
pekerjasn dilaksanakan (mulal bulan ke-
13 serelah penandatanganan kontrak )

Ba, Co, Do = Indeks harga komponen pada bulan

kie-12 setelah penanda-tanganan kontrak.

Penctapan kochisien bahan, tenags kerja dan alat

kena ditetapkan dalam SSKK.

Indeks harpa vang dipunokan bersumber dan

penerbitan BPS.

Dalam hal indeks harge tdak  dimust  dalam

penerbitan BPS, digunakan indeks harga vang

dikefunrkan oleh nstansi teknis.

Rumusan penyesumian nily  komrak  ditetapkan

sebagmi berikut:

Pn = (HnlxV1p(Hn2xV2p+{Hn3xVip . dst

Pn = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian
Harga Saruan,

Hn= Harga Satuan baru setinp jems komponen
pekerjaan  seielah  dilakukan penyesumian
harga menppunakan mumusan  penvesuxian
Harga Saruan;

V= Volume schiap jenis komponen pekerjaan
vang dilaksanakan.

Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh PPK.

apatnla penvedia telah mengapkan tagmhan disertim

perhitungan dan data-data;

Penyedin  dapst  mengajukan  secam  berkala




selambut-larmbatnye setap 6 (enam ) bulan. |

6. Pengawasan Mutu

4%, Pengawasan dan PPE berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan
Pemeriksann terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh
penyedia Apabila dipertukan, PPK dapat memermimhkan

kepadn pihak ketgs untuk melakukan pengawasan dan

pemerksaan alas  semua  pelaksanaan pekergaan yang

dilaksanakan oleh penyedia.

&0, Penilaian 50.1 PPK dalam masa pelaksanaan pekerjsan dapat
Pekerjaan melakukan penilatan atas hasil pekerjsan yang
Sementara oleh dilakukan oleh penvedia
PPK 502 Penilainn artas hasil pekerjaan dilakukan rerhadap

muty dan kemajuan fisik pekerjaon. |

51. Cacat Mutu PPE atau Pengawas Pekerjaan akan memenksa setiap Hasil

Pekerjann dan membeniahukan penyedia secars tertulis atas
sotiap Cacat Mutu yang ditemukan. PPK atmu Pengnwas
Pekegoan  dapat  memerintshkan  penyedin unfuk
menemukan  dan mengungkapkan Cacat Mutu, sera
menguji Hasil Pekerjnan yang dianggap oleh PPK atau
Penpawas Pekenaan mengandung Cacal Mutu, Penyvedin
bertangpung jawab atas perbarkan Cacat Muto selnma Masa
Kontrak dan Masa Pemeliharaan
5. Pengujian Jika PPK atau Penpawas Pekenaan memenntahkan
penvedia untuk melakukan pengupan Cecar Mutu  vang
tidok tercantum dalam Spesifikas Tekms dan Gembar, dan
hasl up coba menunjukkan adanva Cacat Mutu maks
penvedia berkewajiban uniuk menangpung biava pengujian
tersebut, Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji
cobi tersebut diangeap sehagm Penstiwa Kompensasi, |
53, Perbmikan Cocst 531 PPK atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan
Mutu pembernitahuan Cacat Mutu kepada peoyedia sepem
setelah ditemukan Cacal Mutu tersebut. Penyedia
beranggung jawab atas cacal mum selama Masa
Fontrak dan Masa Pemeliharaan
332 Terhadap pemberitabuan Cacat Mutu rersebut,
penvedia berkewapban untuk memperbaiks Cacal
Mutu dalam jangks waktu vang ditetapkan dalam
pemberitaluan.
533 Jiks penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam
jangka  wakiu vang ditentukan  maka PPK.

|
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H. Peavelesaian Perseelisihan

54. Penyelesaian 4.1
Perselisihan

542

S5 Itikad Baik 351

35.2

berdasarkan perimbangan Pengawas  Pelierjamn.
berhak untuk secarn langsung atou melalui pihak
kenga yang ditunjuk oleh PPK melakukan perbaikan
tersebut. Penvedia segers setelah menenma klaim
PP secara tertulis berkewajiban untuk menggant:
bimyn perbaikan tersebut. PPK dapat memperoleh
penpeantian aya dengan memotong pembavaran
atas tagihan penyedia vang jatub tempo (jika wda)
atwy uang refensi atou pencaman Sumt Jaminan
Pemeliharasn atau jiks tdak ada maka biava
penggantinn  akan diperhitungkan schagai utang
penyedia kepada PPK yang telah jatuh tempo.

PPK dapat mengenakan Denda Keterlambatan uniuk
settap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu, dan
mendafinrhitambkan penyedia. |

Para Pihak berkewajiban untuk berupava sungguh-
sungeuh  menyvelesalkan  secarn  damal  semua
perselisihan vang timbul dan amu  berbubtingan
dengan Konirak ind aau interprefasinya selama atau
seteluh pelaksanaan pekerjaan ini.

Penvelesaian perselisihan atou senghketa antars par
pihak dalam Kontrak dopat dilakukan melalu
musyawarah, arbirase, mediasi, konsihas) amo
pengadilan  sesum  dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undan gan.

Para pihak bertindak berdasarkan  asas  saling
percaya vang disesmmikan dengan  hak-hak yang
tendapat dalam kontrak.

Para pihak sefuju untuk melaksanakan perjanjian
dengan jujr fmnps  menonjolkan  kepentingan
masing-masing pibak, Apabila selama kontrak, salah
satn pihak merasa dinugkan, maka divpayakan
tindakan vang terbaik umuk mengatasi keacdsan
tersehu.



LAMPIRAN HL SYARAT-SYARAT KHUSL'S KONTRAK (S5KK)

A,

horespondensi

Alamat Para Pibak sebagai berikut:

Sotuan Kenn - Komisi Permlthan Unvum
Nama Cahyo Ariawan

Alamat '

Website

Faksimh

Penyedia . PT. Moremedia Kreasi Indonesia
Nama - Bryan Whildun Arsaha
- Alamat

Email
Telepon -
Faksimil ;o

B. Wakil Sah Para

Pihak

Wakil Sah Para Pihak sebagai berikur
Lintuk PPK : Calive Anawan
Limiuk Penvedis | Bryan Whildan Arsaha

. Tanggal Berlakn

Kontrak mulni berfaku sejak - 20 s.d 31 Januan 2024

Kontrak
D Jadwal Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan seluma 12 (Dua belas) hard
Pelaksanaan Kalender sejak tanggal dimulainya Kegiatan Pengadman Jasa Even
Pekerjaan Organizer Sosinlisasi Pemilu 2024 Nooton Bareng Film  Pernily
"Kejarlah Janji® di Prov. Yogykarta segmen Pemilih Pemula dan Muda
pada wnggal 20 s.d 31 Januari 2024 selama 12 (Dua belas) har
kalender. I
E. Pembayaran Batas akhir wakm yang disepakan uniuk penerbitan SPP oleh PPK
Tagihan untuk pembayaran tagthan adalah 30 {tiga puluh) han kalender terbut
sejak tagithan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tid
diperselisihkan diterimm oleh PPE.
'F. Kepemilikan Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti
Dokumen lunak yang dihasilkan dan Pekenaan i
G. Fasilitas PPK akan memberikan fasilitas berupa : -
Tidak ada
H. Sumber | Kontrak Pengadaan Pekerjsan sewn perlengkapan ini dibisyai dari
Pembiavian DIPA APBN  KPU  Tolun 2023 Bagian Anggaran 076,
C0.6709 QGE 004 Belanja Jasa Kode Akun 532191
I. Pembayaran | Pekerjaan ini dapat diberkan uang muka (TIDAK),
Uang Muka




J.  Denda

Untuk pekerjaan i besar denda keterlambatan untuk setiap han
keterlambatun adalah 171000 {satu persenbu) dan harga kontrak.

K. Penvelesaian
Perselisihan

Jika perselisihan Para Pihak mengenm pelaksanaan Kontrak tidak dapat
diseleswkan secara damm maka Parn Pihak menctapkan lembaga
penyelesamn perselisthan tersebut di bawah sebaga Pemutus Sengketa;
fodan Arivtrase Naviovia! fndonesia (BANIT)

“Semua sengheta vang tmbul dan Konirak mi, akan diselesmkan dan
diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut
peraturan-pernturan  administrasi  dan  peraturun-peraturnn - prosedur
arbitrase BANI, vang keputusanmyva mengikat kedua belah pihak yang
bersengketa schagai keputusan tingkat pertama dan verakhir. Para Pilak
setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (uga) omng. Masing-masing
Pihak harus menunjuk seorang arbitrstor dan kedua arbitrator vang
ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga vang akan
bertindak schagai pimpinan arbitrator”.




SATUAM KERJA PEJABAT
PENANDATANGANPENGESAHAN
TANDA BUKTI PERJANJIAN :

SURAT PESANAN (SP)
NOMOR : 001/ KONTRAK/KPU-09/1/2024
TANGGAL SP 20 Januarn 2024
Yang bertanda tangan di bawah ini .
Cahyo Ariawan
Kepala Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

JI. Imam Bonjol No. 28, Menteng, Jakarta Pusatl - Kota Jakara Pusat - DK| Jakarna

selanjuinya disebul sebagail Pejabal PenandaianganPengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

PT. MOREMEDIA KREASI INDONESIA

JI. Pagar Jamban Mo, 2 Biru RT 01 BW 30 Trihangio Gamplng Sleman Yogyakaria

salanjutnya disebut sebagai Penyedia;

uniuk mangiimkan barang dengan memperhatikan kelentuan-katentuan sehagal berikul |




Rincian Barang

Daftar Produk PAKET SNG-P2401-8403001

BS9E1-SNG-
187317306

Paket Jasa Event 50

Mata Harga Tariggu
Nama Produk Kuantitas Harga Satuan Pengiriman  Total Harga
Uang Kirim Produk
DR Rp Rp 22Januari Rp
270.000.00000 0,00 2024 1.350.000.000,00

Organizer Acara
1 Hari Wilayah
DIY Jawa Tengah
Jawa Timur

TERBILANG : Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN ;

1. Hak dan Kewajiban
a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang
sesual dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:

a. tidak meémbual dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau

kelerangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan
Katalog Elektroni;

. hdak menjual barang metalui e-Purchasing lebih mahal dari harga

barang yang dijual selain melalui 8-Purchasing pada periode
penjuatan, jumilah, dan tempal serla spesifikasi teknis dan

persyaratan yang sama;

. mangirimkan barang sesual spesifikasi dalam SP ini selambat-

lambatnya pada (tanggal/bulanftahun) sejak SP ini diterima oleh
Penyedia;

. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang

yang dipesan,

. mengganti barang setelah Pejabal Penandatangan/Pengasahan

Tanda Bukti Peranjlan melalul PejabatPanitia Penerma Hasil
Pakerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan
menamukan bahwa:
1. barang rusak akibat cacat produksi;
2. barang rusak pada saal pengiriman barang hingga barang
diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian; dan/atau




3. barang yang dilerima tidak sesual dengan spesifikasi
barang sebagaimana tercantum pada SP inl.
f. memberikan [layanan lambahan yang dipedanjikan seperti
instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
g. mamberikan layanan purnajual sesual dengan ketentuan garansi
masing-masing barang.
b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN
1. Pejabal Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukii Perjanjian memiliki
hak.

a. menerima barang dan Penyedia sesual dengan spesifikasi yang
tercantum di dalam SP ini.
b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang
yang dipesan;
c. mandapatkan penggantian barang. dalam hai:
1. barang rusak akibat cacat produksi;
2. barang rusak pada saal pengiriman barang hingga barang
diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian; dan/atau
3. barang yang diterima Udak sesual dengan spesifikasi
barang sebagaimana tercantum pada SP inl.
d. Mendapatkan layanan lambahan yang diperanjikan seperti
instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
&. Mendapatkan fayanan pumajual sesuai dengan ketentuan garansi
2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mamiliki
kewajiban:
a. malakukan pembayaran sesual dengan Iotal harga vyang
tercantum di dalam SP ini; dan
b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia
saparti instalasi, tasting, dan pelatihan (apabila ada).

2. Wakiu Panginman Barang

Penyadia mangirimkan barang dan melaksanakan layanan sesual spesifikasi dalam SP
Ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/ftahun) sejak SP ini diterima oleh Panyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang
Panyedia mengirimkan barang ke alamat sebagail berikut:

& Titik lokasi kegiatan di Kabupaten/ota di witayah Provinsi Yogyakarta - Kota
Yogyakarta - DI Yogyakarta




4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada 20 s/d 30 Januar 2024

5. Penerimaan, Pemeariksaan, dan Ratur Barang

6. Harga

Pejabal Penandalangan/Pengesahan Tanda Bukll Perjanjian melalul FPHP
manarima barang dan melakukan pameriksaan barang berdasarkan ketentuan di
dalam SP Ini.
Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanl:ta Bukti Pedanjlan menamukan bahwa:
barang rusak akibat cacat produksi;
2. barang rusak pada saal pengiriman barang hingga barang ditarima oleh
Pajabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perfanjian; dan/atau
3. barang yang diterima tidak sesual dengan spesifikasi barang
sebagaimana tercantum pada SP Ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perdanfian dapal
menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada
Penyedia atas cacat mulu atau kerusakan barang tersabut,

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Buktfi Peranjian dapat meminta Tim
Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau ujl mutu terhadap barang yang
diterima.

Paejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat
memarintahkan Penyadia unfuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu
sarta melakukan pengufian terhadap barang yang dianggap Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Peranjian mengandung cacal mutu
atau karusakan.

Penyedia bertanggungjawab atas cacat mufu atau kerusakan barang dengan
mamberikan penggantian barang selambat-lambatrya () hari kerja.

. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada

Pertradia atas pelaksanaan pekerjgan sebesar harga yang lercantum pada SP

Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, blaya overhead, biaya
pangiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya
layanan purna jual,

Rincian harga SP sesual dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas
dan harga.



7. Pearpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, refribusi, dan pungutan lain
yang sah yang dibebankan olah hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua
pengeluaran perpajakan ini dianggap lelah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak
a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian
nama Penyedia, baik sabagai akibat pelaburan (merger), konsolidasi, atau
pemisahan,
b. Pengalihan sebagian palaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sabagai
barikut:
1. Pengalihan sebaglan pelaksanaan HKontrak untuk barangfasa yang
bersifal standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang
(distribus| barang) dan Penyedia kepada Kementerdan/Lembaga/Satuan
Kerja Perangkat Daerah/Insfitusi; dan
2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk
barangfjasa yang bersifal tidak standar misalnya untuk pekerjaan
konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain
sabagainya.

8. Perubahan SP

a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.

b. Perubahan SP dapal dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal ierjadi
parubahan jadwal pengiiman barang atas pemmintaan  Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau parmohonan Panyedia
yang disepakall olsh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perianjian,

10. Peristiwa Kompansasi
a. Peristiwa Kompensasl dapal diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat
Penandatangan/Pangesahan Tanda Bukli Peranjian terlambat melakukan
pembayaran prestasi pekerigan kepada Penyedia.
b. Pejabal Panandatangan/Pengasahan Tanda Bukti Penanjian dikenakan ganti
rugi atas kelarlambatan pambayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual
a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang vyang
dikinmkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelekiual (HAKI) pihak
manapun dan dalam bentuk apapun.
b. Penyedia barkawajiban ik mananggung Pajabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukii Parjanjian dari atau atas samua




tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau
tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan
terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukli Peranjian
sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk peianggaran hak
cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau
diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacal MulwGaransi

8. Penyedia dengan jaminan pabrikan dar produsen pabrikan (jika ada)
berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh
Peiabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukli Perjanjian, Barang tidak
mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian
Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara ketrfa.

b. Jaminan bebas cacat mutu Ini beraku sampal dengan 12 (dua belas) bulan
satalah serah tarima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP
i,

c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Buktli Peranjian akan
menyampalkan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah
ditemukan cacat mutu tersabut selama Masa Layanan Pumnajual.

d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau
mengganti Barang dalam jangka wakiu yang ditetapkan dalam pemberitabuan
tarsabut.

e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau menggantl Barang akibat cacat mutu
dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjlan akan menghitung blaya
perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk olkeh
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Peranjlan akan melakukan
parbalkan tersebut. Penyedia barkewajiban uniuk membayar blaya perbalkan
atau penggantian tersebut sesuai dengan kiaim yang diajukan secara tertulis
oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukli Perjanjian. Biaya
tersebut dapat dipotong cleh Pejabat Penandatangan/Pangesahan Tanda Bukti
Perjanjian dari nilal tagihan Penyadia.

13. Pembayaran
a. pembayaran prestas| hasil pekeraan yang disepakatl dilakukan oleh Pejabal
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
1. penyedia telah mengajukan tagihan;
2. pambayaran dilakukan dengan .. .oy dan
3. pambayaran harus dipotong denda {apabuln udn} dan pajak.
b. pambayaran terakhir hanya dhhulmn selelah pekefjaan selesal 100% (seratus
persaratus) dan bukti peanyerahan pekerjaan diterbitkan.
c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses
pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya (........) han kerja
satelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.




14, Sanksi
a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
1. Tidak menanggapl pesanan barang selambatlambatnya (.........) harn

karja:

2. Tidak dapal memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam
transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang
dapat diterima; dan‘atau

3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih
mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual salain malalui a-Purchasing
pada periode penjualan, jJumiah, dan tempat sera spesifikasi teknis dan
parsyaratan yang sama.

b. Penyedia yang meiakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dikenakan sanksi administratif berupa:

1. peringatan tertulis;

2. denda; dan

3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:

a. penghentian sementara dalam sislam transaksi e-Purchasing;
atau
b. penurunan pencantuman dan Katalog Elektranik (e-Catalogue ).
c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pajabal PenandatanganPangesahan Tanda Bukll Perjanjian mengenakan sanksi
sabagaimana dimaksud dalam huruf a8 dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai
sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LEPP lantang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pamulusan SP
a. Penghentian 5P dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau teradi
Keadaan Kahar.
b. Pemutusan SP oleh Pejabal Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukh
Perjanjian
1. Pejabal Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat
melakukan pamulusan SP apabila:

a. kebutuhan barangfasa Udak dapal ditunda melebihl batas
berakhimya SP;

b. berdasarkan penelitian Pejabal Penandatangan/Pengeasahan
Tanda Bukti Peranjian, Penyadia ftidak akan mampu
meanyelesaikan keseluruhan pekeraan walaupun diberikan
kesempatan sampal dengan 50 {lima puluh) hari kalender sejak
masa berakhimya pelaksanaan pekerisan untuk menyelesaikan
pekarjaan;

. salelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampal
dengan 50 (lima puluh) har kalander sajak masa barakhimya
palaksanaan pekeraan, Penyedia Barang/Jasa tdak dapal
menyelesaikan pekerjaan;



d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan
tidak memperbaikl kelalalannya dalam jangka wakiu yang telah
ditetapkan;

a8 PFanyedia terbuktl melakukan KKN, kecurangan dan/atau
pemalsuan dalam proses Pengadaan yang dipuluskan oleh
instansi yang berwenang; dan/atau

f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN
dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan
pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang,

2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan
salambat-lambatnya (... )} hai kerfa  setelah Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perdanjian menyampaikan
pemberilahuan rencana pemulusan SP secara tertulis kepada Penyedia.

¢c. Pemutusan SP oleh Panyedia

1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal
sebagal berikut.

a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat
melaksanakan pekarjaan sesual ketentuan SP atau adendum SP;

b. Fejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
gagal mematuhi keputusan akhir panyelasaian persalisihan; atau

¢. Pejabat Panandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak
mamanuhl kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau

Adendum SP.
2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan
selambat-lambatmya (... ) kerja setelah Penyedia menyampalkan

pamberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulls kepada Pejabat
Penandatangan/Pangesahan Tanda Bukti Padanjian.

16. Danda Katerlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang farlambat manyelasaikan pekerjaan dalam jangka wakiu sebagaimana
ditetapkan dalam SP ini karena kesalashan Penyedia, dikenakan denda ketertambatan
sabesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dar sebagian total harga
sabagaimana tercantum dalam SP inl untuk satiap har keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang leradi diluar kehandak para pihak
dan tdak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan
dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi,

b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Panyedia memberitahukan lentang leradinya
Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Parjanjian sacara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat balas) han
kalender sejak leradinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh plhakiinstansi
yang berwenang sesual ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh
perbuatan atau kelalaian para pihak.




d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya KeadaanKahar
tidak dikenakan sanksi

&. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan,yang
dituangkan dalam perubahan 5P,

18. Panvelesaian Porsaligihan

Pejabat PenandalanganPengesahan Tanda Bukil Perianfian dan penyedia berkewajlban
wniuk berupaya sungguh-sungguh menyelesalkan secara damai semua persalisihan yang
timbul dari atau berhubungan dengan SP inl alau interprelasinya selama atau satelah
poelaksanaan pekerfaan, Jika perselisihan tdak dapal disslesatkan secara musyawarah maka
perselisihan akan diselesalkan melalul arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan neger
dalam wilayah hukum Republik Indonesia,

19, Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa fidak salu pun personil  satuan kerja Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Buktl Parjanjlan talah alau akan manerima komisi dalam
bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah tainnya balk langsung maupun tidak

langsung dan SP Inl Penyedia menyetujul bahwa pelanggaran syaral inl merupakan
pelanggaran vang mendasar terhadag SP ini.

20, Masa Berlaku 5P

2P Ini berlaku sejak tanggal SP inl ditandatangand oleh para pihak sampai dengan selesainya
pelaksanaan pekerfaan,

1. 20 Januar a/d 31 Januan 2024

Demikian SP mi dibsat dan diiandatangani dalam 2 (dua) rangkap barmatersi dan masing-masing
mamillki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Komisl Pemilihan Umum  Untuk dan atas nama PenyediaMemitraan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan (K20)
Tanda Bukti Padanjian
Cahyo Arigwan PT. MOREMEDLA KREAS| INDONESLA

Kepaia Biro Parlisipasi dan Hubungan
Masyarakat




